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1.1. Latar Belakang

Kampanye menjadi salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan
Pemilu, pada tahapan ini terjadi sebuah interaks antara kontestan dan pemilih.
Daam masa kampanye ini kontestan berusaha mempengaruhi pemilih dengan
segala macam cara, mulai dari ara-cara.substantif dengan menawarkan program
kerja, rencang r.\--r-,- nehy asatahan di dalam
masyarakat h a del e Teg gfellli pendekatan
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Dalam Pubhkag =S (interns
“Pada tingkatan umum, keuangan politik ada di irisan antara berbagai aspek
penting kehidupan politik. Pemilu yang adil dan bebas, politik demokratis,
pemerintahan yang efektif, dan korupsi seluruhnya terkait keuangan politik,
dan pendanaan partai politik dan kampanye pemilu dapat secara positif atau
negatif mempengaruhi itu semua. Dana yang cukup dapat memungkinkan
peserta pemilu merangkul pemilih, namun terlalu banyak juga dapat
mendistorsi  kompetiss  pemilu. Juga, setelah pemilu, sumber daya
dibutuhkan untuk dialog efektif dengan masyarakat, namun pejabat publik
mungkin memiliki tanggung jawab kepada para donor yang kaya raya,

fo\r",ETectoral Systems)
L]'ran Keuangan politik, menyatakan®:

mengenai pengalaman global d

! Ohman, Magnus & Zainulbhai, Hani, 2009, Regulating Political Finance, The Global
Experience. Washington: IFES.



sehingga mempengaruhi  seberapa responsifnya mereka terhadap
kepentingan masyarakat dan efektivitas pengelolaan dana negara mereka.
Akhirnya, partai politik dan politis yang pendanaannya sudah terjamin
lebih mudah menolak godaan donasi illegal, namun pengaruh terselubung
uang dalam politik dapat juga membuat siklus korupsi dan berkurangnya
kepercayaan masyarakat dalam sistem politik secara keseluruhan”.

Pernyataan IFES ini memperlihatkan kebutuhan yang sangat penting
terhadap keberadaan regulasi keuangan yang mampu menghadirkan persaingan
yang adil dan sehat bagi semua kontestan, serta sebuah kebutuhan bagi
penyelenggara Pemilu agar bisa mengimplementasikan pengaturan dana
kampanye Pemilu, sehmgga.wawg—ki:@ pemilihan kepala daerah mampu
menghasilka r""" DI 3'5-1 :"1) "Fﬁ"r.tl'eg-“'_qﬂﬁ Liekaia) | berdasarkan
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Menurut Larry Powell ada beberapa hal yang perlu diatur dengan jelas
mengenai dana kampanye, antara lain pertama: pembatasan dalam kontribusi
dalam kampanye.® Tujuan dari pembatasan dalam kontribusi kampanye ini
adalah untuk menjadikan kampanye lebih demokratis dan mencegah agar hasil

pemilihan  umum tidak berdasarkan kemampuan seseorang untuk

? Teten Masduki, 2008, Urgensi Pengawasan Dana Kampanye Pemilu, Jakarta.
3 Larry Powell, 2010, “Palitical Parties and the Finance Law” dalam Melissa M. Smith, Glenda C.

Williams, Larry Powell, and Gary A. Copeland, Campaign Finance Reform: The Political Shell
Game, Maryland: Lexington Books.



mengumpulkan dana kampanye tapi bagaimana kualitas dari seorang kandidat
dan bagaimana mereka mengkampanyekan dirinya kepada masyarakat.

Kedua: laporan dana kampanye ini juga diperlukan untuk melakukan
pengawasan dan penegakan hukum terhadap aturan dan larangan yang
ditentukan oleh undang-undang serta peraturan terkait. Oleh karena itu, di
beberapa negara lain di Amerika Serikat misalnya, tim kampanye bahkan
mempekerjakan akuntan dan pengacara untuk memastikan bahwa laporan dana
kampanye dibuat dengan bak dan tepat waktu. Melalui laporan dana
kampanye, maka rakyat dapat mengetahui sapasajapenyumbang bagi kandidat

yang aken T NTVERSITAS inm.

dsaRrPEngel uaran atall be karapanye. fPembatasan ini

bertujuan unt int Daiai asing-masing
kandidat. Aa. i : didat yang
memiliki Vi ' tlengan uang

Peraturan KPU ). ariuq. F It 3 Kgmpanye Peserta
'I.
Pemilihan Guberfutan-\al eilh ."' - Bupati, dan /atau

Walikota dan Wakil Walikota. yang tetdhTi atas 65 Pasal dilengkapi lampiran

yang berisikan formulir dan berkas pelaporan.

Payung hukum mengena pengaturan dana kampanye ini dari waktu ke
waktu terus dievaluasi oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan, serta kerapkali
mengalami perubahan dalam undang-undang pemilihan kepala daerah yang
dilahirkan. Akan tetapi, di sis lain, banyaknya respons masyarakat terhadap

4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Pada 1 Juli 2016. Undang-undang mengenai pemilihan kepada daerah ini memuat sejumlah
perubahan dalam pengaturan dana kampanye. Undang-undang ini berlaku untuk
penyelenggaraan Pilkada serentak pada 15 Februari 2017.



realitas pengaturan dana kampanye memberikan sebuah indikasi bahwa masih
tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku selamaini.

Regulas dana kampanye di Indonesia, menurut Ramlan Surbakti® tidak
hanya kurang memiliki tujuan yang jelas dan fokus sehingga pengaturan yang
dilakukan banyak mengandung ketidakpastian hukum (banyak aspek yang tidak
diatur, pengaturan yang satu bertentangan dengan pengaturan yang lain, dan
pengaturan yang mengandung tafsiran ganda), tetapi juga implementasi dan
penegakan regulas tersebut sangat lemah. Kondisi ini membuat sering terjadi
kesal ahpahaman dan kecurlgaan antara stakehol der Pilkada.

pemilihan G oretd enimbulkan

keresahan ddl: . rakal ila pelanggaran
terhadap Undan NC ; ' [ sual - Undang-
Undang No e “Pasal dijiel askan, reke-
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calon dibuat gta [ ] apa persoaan
dengan rekan jg

Roni P h melaporkan
I 1
dugaan ‘ & g l?nyebut, “jika
dilanjutkan, thadg_ rberke ' an—membawaskerugian atas
¥ | = '\.H.I i
APBD Sumbar.hingga.fa S maKIbet Qpl%\nggaran serta

tingkat partisipasi pemilih di angka 77,5 persen.®

® Surbakti, Ramlan. 2015. Peta Permasalahan dalam Keuangan Politik Indonesia.
Jakarta:K emitraan.

®  http://harianhal uan.com/news/detail /44996/- diakses pada 16 Desember 2016.

Berprofesi sebagai wartawan dan menjabat sebagai ketua Seksi Wartawan Olah Raga PWI

Sumatera Barat. Pada Pilkada 2015 melaporkan KPU Prov Sumatera Barat kepada pengadilan

etik DKKP terkait dana kampanye, melaporkan KPU dan Bawaslu Prov Sumatera Barat

kepada pengadilan etik DKKP terkait pelanggaran terhadap Undang-Undang Pilkada Pasal 71,

serta sebelumnya juga melaporkan pasangan calon Narul Abit dan Irwan Prayitno ke Bawaslu

Provinsi Sumatera Barat karena diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang

Pilkada Pasal 71

8 http://harianhal uan.com/news/detail/44996/- diakses pada 6 Desember 2016



Roni mengatakan, pada proses awa pencalonan dari kedua pasang calon
Gubernur Sumbar tersebut seharusnya telah didiskualifikasi, bukan malah
diteruskan bahkan ditetapkan menjadi calon seperti saat ini. Karena kekesalan
itu, dirinya bahkan mengugat banyak pihak, mula dari KPU Sumbar, Bawaslu,
kedua pasang calon dan semua partai pengusung calon gubernur.

Sementara itu, dua warga kota Padang yakni Guntur Abdurahman® dan
Adam Malik sebagai penggugat perdata dua pasangan calon gubernur Sumatera
Barat, menila ada tahapan sebagai persyaratan yang tidak dijalankan sesuai
aturan, yaitu tentang rekening khusus dana kampanye.’® "Dana kampanye
tersebut  tidak i netsy Kami tidak

i setelah salah sattrpasangdealon fiesmi menjabat,
>0

menginginka

maka pemeri ersebut akan mudahdegeya ", katanya

epat terhadapge 2 menanggapi laporan-
‘-e k, DPRE emul uskan untuk
ah Panitia »a. i Kl a Dagrah Gubernur
rut [ { E], at salah satu

laporan yang

membentuk S

t, d mana
dibalik pembuatan TPaRSUSELEFS: rena adanya
kesalahan daljam proses pembuatan Réke ausus Dana Kampanye (RKDK)

pasangan cal@ pencalonan
pasangan callI

barini kemudian
juga berkemb I}[gg.éri Padang dan
Pengadilan Etika!Dgia ‘ T-Penyechggaca. : j u-:--.Kasus ini muncul

Sumatera Barat dan perwakilan masyarakat sipil menilai KPU Provinsi Sumatera
Barat tidak profesional, tidak berkepastian hukum dan tidak akuntabilitas dalam

Guntur Abdurahman dan Adam Malik berprofesi sebagai pengacara dan aktif pada beberapa
Lembaga Bantuan Hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum Pergerakan Indonesia (LBH-PI)
dan PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asas Manusia Indonesia). Selain
memperdatakan dua pasangan calon Gubernur Sumatera Barat, pada Pengadilan Negeri
Padang, Guntur Abdurrahman, Adam Malik, Jefrinaldi dan Farizi Fadillah juga mengajukan
permohonan uji materi Pasal 74 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8/2015 terkait dengan
rekening khusus dana kampanye.

http: //ww.antarasumbar .convberita/162770/pansus-pil gub-sel esai kan-dugaan-
pelanggaran.html diakses pada 6 Desember 2016
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menjalankan tugas dalam ha pelaksanaan peraturan dana kampanye Pilkada.
Walaupun pada akhirnya DKPP melalui putusan nomor 54-55/DKPP-PKE-
IV/2015"" memberikan kesimpulan sebaliknya, bahwa pihak KPU Provinsi
Sumatera Barat terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu.

Fenomena di atas membuat kebijakan pengaturan dana kampanye ini
menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam secara akademis. Di Indonesia

persoalan implementasi kebijakan pengaturan dana kampanye ini ternyata belum

banyak dibahas dalam dunia akademik, penelitian yang membahas mengenai

Masyarakat L- pergerak dalam ranaikepen emokrasi  dan

gerakan anti S blalam bentukespemantauian pel aks aturan dana

kampanye pagia.6 masa tahapag I/Pikk & pertl yang pernah
dilakukan ole¢h Perludem (B CREMlURBan Demokrasi), JPRR
(Jaringan  Pandiidii fiahSdrency | International

Indonesia, Keémitraaan/partnegghip, I itch (ICW).

1.2. Rumus

Hasll p | G ap penanganan

kasus korupsi =F i kasus korupsi
dalam kurur\ILW > ; ; a{l keterlibatan

gubernur %b?ﬁ’ly _' Ay ] 1 wakiT guber \if( 7 yorang, bupati
vakih dupdti® sdodn n I___wa\r-nkota sebanyak 34

orang dan wakil wéh’!&ada ~ .20rs X ’Ua}e Kalah mengej utkan,
setiap tahunnya rata-rata 30 kepaladaerah terj erat kasus korupsi.

Menarik menelaah kasus Korupsi Bupati Subang Ojang Suhandi terkait
dana Pilkadanya™. Mantan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan K abupaten
Subang, Suhendi, mengatakan Dinkes Subang menjadi "sapi perah" bagi Ojang
Sohandi selama menjabat sebagal Bupati. Menurut dia, Ojang selalu memungut

M pyutusan Nomor 54-55/DKPP-PKE-IV/2015 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum
12 |_aporan pemantauan |CW terhadap tren penanganan kasus korupsi. 2016. Jakarta: ICW.

13 https: //m.tempo.co/read/news/2016/07/20/078789163/bupati-subang-gunakan-dana-bpj s-untuk-
cicil-utang-kampanye diakses pada 26 Desember 2016



uang miliaran rupiah dari kas Dinkes Subang, pada tahun 2014, Dinkes Subang
melalui dirinya telah menyetorkan uang sebanyak Rp 7,2 miliar, diantaranya: Rp
1,6 miliar dari potongan dana kapitasi BPJS dan Rp 5,6 miliar dari dana APBD
Dinkes Subang. "Uang itu diserahkan melalui orang dekat Bupati”, kata dia.
Suhendi juga menyebutkan bahwa uang yang disetorkan itu untuk keperluan
pribadi Bupati. Uang tersebut digunakan Ojang untuk mencicil utangnya yang ia
pinjam untuk keperluan kampanye menjadi Bupati. "Selain itu, uangnya
digunakan untuk membuat villa dan rumah makan," kata Suhendi.

Menjadi pertanyaan besar bagaimana hal ini bisaterjadi, apakah yang salah

[ (]ﬁ%#ﬁ]ﬂ 'EE; ama_ ini? Apakah

hyeyang ada selama ini Justrek-i andidat pada

dengan proses_pemi

pengaturan d ' 3 ka

tindakan ko emllu’? MenurutesDisektur Jendera I Daerah
Kementerian |Dalam Negeri Sum s ) ersandung kasus
korupsi kem Kinan ingin od ada sebel umnya. **
Sumarsong ; 19 1‘1 Sil p glitian yang
dilakukan Pugat Penelitian damjPeng C Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BP ahwa penyebab
kepala daergh korupsi adalah biaya R inggi, selegin monopoli
kekuasaan, dis i lan |e ganya menurut
Sarah Birchl i, B gr Sity, Kor. ‘ fnl pulasi dana
kampanye dar,;.kor_ upSi” di-sektor-sektor lain.
Kondisi “ini. adal aporan ds Q-Rampanye dan
hasi| audltlaporari € ) - elaarkan oleh Kantor
Akuntan Publik (KAP) Eh ang patLhi regufas terkalt pengaturan dana

kampanye yang berlaku, seperti yang dipublikasikan oleh KPU kepada
masyarakat luas melaui media cetak dan elektronik. Akan tetapi, ketika melihat
lebih dalam mengenai pengaturan dana kampanye ini dari sisi lain, masih
menyisakan pertanyaan dan keraguan bagi masyarakat luas, masih banyak

1 http://www.beritasatu.com/nasi onal /290142-ini-penyebab-banyak-kepal a-daerah-tersandung-
korupsi.html diakses pada 21 Desember 2016.

> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2016. Laporan Penelitian Faktor-Faktor
Penyebab Kepala Daerah Korupsi, Jakarta.



masyarakat yang berpendapat bahwa apa yang tertulis pada laporan dana
kampanye kandidat berbeda dengan realitas yang mereka temukan di lapangan.

Masyarakat menilai kandidat tidak jujur dalam melaporkan dana kampanye
nya. Bagaimana sisi akuntabilitas dan transparansi isi laporan ini? Apakah hasil
audit laporan dana kampanye yang oleh KAP sudah dinyatakan diterima dan
sesuai dengan ketentuan audit telah memenuhi standar pengaturan dana
kampanye yang berlaku global, sehingga bisa membuat publik percaya terhadap
dana kampanye pasangan calon?

Senada dengan keraguan masyarakat ini, sgumlah kajian dan penelitian

"ﬁ'ﬁf H@P-’E@H‘ﬁﬁﬂm ampanye di

lapangan terry@a juga.mermberikan hasil yang berbed: an_Marapan. Seperti

yang dilakukan

hasil pendlitiz ila \ K), terhadap
794 pasangaf fealon yang meag 5, serta hasil
pemantauan @l - kampanyeg n di 9 daerah
Pilkada 2015

Hasil penelitian yang dif@kuka ] ' BN calon yang

{
ada 9 Desember 2015 (1 aefah dan Wakil
Kepala Daerahidi 8 Pemprov, 34 Pe atakan bahwa
Pengeluaran 2k kat bih b pada LHKPN
(Laporan H Renyel enge Panerimaan dan
Pengeluaran ana DAY e=(l=PPL dan-Laperan
geuarn D o e
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akurasi maupun penegakan sanksi.

Di lain pihak, secara terperinci koordinator nasional JPPR Masykurddin
Hafis menyatakan ada beberapa modus yang ditemukan dalam pelanggaran
sumbangan dana kampanye dalam Pilkada serentak 2015%. Modus pertama
adalah sumbangan perseorangan yang melebihi batas yang telah ditentukan oleh

% Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. 2016. Laporan Studi Potensi Benturan
Kepentingan dalam Pendanaan Pilkada. Jakarta.

" Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). 2015. “Persoalan Dana Kampanye 2015,
hasil pemantauan dana kampanye kepada 27 pasangan calon di 9 daerah Pilkada. Jakarta.



UU dan PKPU, yakni batas maksimal sumbangan perseorangan kepada pasion
senilai Rp. 50 juta. Namun, ada sumbangan dari perseorangan untuk calon kepala
daerah Kabupaten Seluma (Bengkulu) Mufran Imron sebesar Rp. 75 juta. Ada
kelebihan Rp. 25 juta. Di dadam LPSDK nya jelas, sumbangan dari seorang
bernama Muliadi berupa barang-barang nilainya Rp. 75 juta.

Modus yang kedua adalah pecah sumbangan dari dua atau lebih perusahaan
yang bernaung di bawah satu group perusshaan di mana aturan yang ada
memberikan batasan dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain
kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak Rp 500.000.000,00

kepala daerah

(lima ratus juta rupi - me)ﬁw_ta\amw j‘_ul

petahana Wdliota Bglikpapan H. Rizal endr-ya

a sumbangan

sebesar Rp. iar dari enam penyaiabang korporg Padahal, enam

perusahaan ini Berinduk di bawah "; A Saja
Modus ketiga, adalah i it tuk alamat perusahaan
L |
penyumbang.| Hal serupa tg iy Unbang !c on Walikota

Balikpapan RRizal Effendi. 'Sételah € lokas alamat dua

|
perusahaan I‘ umbang terbesarnya TGKes gilakdlapat ditemuka

Modus | keempat, terjadi di Tang Selatan di mana sumbangan
perseorangan, Kepada calo j [rin Rachmini
Diany, mden[h 8esual deng ?aimana yang

Jugadlnyatakapl_( aclar -m---h r-'-vﬁ‘!':',"--‘f wai:

| e
“gturan u.- genai Pemrl.hh al-h-.naer  (Pilk 5 yang telah
dikeluarkan, sleh-Kpmitt i t,gqo wterdapam celah
kecurangan*i’ﬁlu-., hada peroatvan o.‘-:""-v pér_ﬁ{e- Beberapa celah
kecurangan terjadi pada-simbe _éia“-kampanye sebab dalam aturan
disebutkan tidak ada pembatasan jumlah dana meskipun setiap pasangan -
caon mewajibkan memiliki satu nomor rekening sebagai sumber aliran
dana kampanye”.

Permasalahan dana kampanye di atas seharusnya tidak terjadi ketika

implementasi kebijakan pengaturan dana kampanye ini memperhatikan konten
dan konteks kebijakan seperti yang disampaikan oleh Grindle®. Grindle

18 http: //bandungekspr es.co.id/2016/ada-keganjilan-pada-uu-pilkada-tentang-dana-kampanye/
' Grindle, M.S. 1980. Palitics and Policy Implementation in The Third World. New
Jersey: Princeton University Press
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menyatakan, bahwa efektifitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konten
kebijakan yang terdiri atas: kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program,
jenis manfaat yang akan dihasilkan, jangkauan perubahan yang diinginkan,
kedudukan pengambil keputusan, pelaksana program, sumber daya yang
disediakan, serta konteks kebijakan yang terdiri atas. kekuasaan, kepentingan dan
strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan serta
daya tanggap pelaksana.

Dari penjelasan di atas, maka perlu kiranya dilakukan penelitian Iebih

lanjut, bagaimana kebijakan pengaturan dana kampanye diimplementasi untuk

mencapai tujyan.yang " rf'nsn'jlﬂ‘t\ﬂj.lﬂs

1.3. Tujuar] Behelitian
i adalah untuk:di - e
-

ipsikan

Tujuan Pendlfti
a Menp

tasi gbijakan dana

h 2(1{1 di Sumatera

kampanye pada F
Bard.|

b. MenpKaji dan mengana penghambat dalam

implementasi kebijakan pengatu ; anye.

1.4. Manfaa :
SecaraTeoult-L Fy
1. Pené'man ini ", diharapkam-eapa Bm‘gan pemikiran

teorltl Pa :nl. pol ‘tili"tﬁ emg
dengandehill 3 ul fna-etan, InAhlementas
2. Penditian ini dlharapkand Dat t

yang membahas tentang dunia kepemiluan dan dana kampanye.

jiar 1yang berkaitan

"_ZGT referensi bagi penditian lanjutan

Secara Praktis
1. Penelitian ini dapat menggambarkan tentang implementasi kebijakan
pengaturan dana kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015
di Sumatera Barat.
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2. Pendlitian ini diharapkan akan memberikan pengkayaan dan masukan
berharga kepada kerja-kerja penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan
DKPP) dalam pel aksanaan kebijakan pengaturan dana kampanye.

3. Bagi pasangan calon, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman
dalam mengel ola dana kampanye secara transparan dan akuntabel.

4. Penelitian ini diharapkan bisa masukan bagi pemerintah dalam
penyusunan kebijakan terkait dana kampanye Pilkada.

L
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